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PENETAPAN
Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Gdt

slEhl o

~
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan penetapan secara elektronik (e-Court) dalam perkara Cerai

Gugat antara:

TERGUGAT, NIK.-, tempat dan tanggal lahir Bagelen 10 Maret 1990
(umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di
Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Haris
Muizzuddin, S.H., Fransiskus, S.H., dan M. Fajrul Falah,
S.H., Advokat yang berkediaman di Kantor Hukum AH M
& PARTNER beralamat di Jalan Cokrosuwarno Sukaraja V
Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten
Pesawaran, dengan alamat elektronik
m.fajrulfalah03@gmail.com, berdasarkan surat kuasa
khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Gedong Tataan dengan Nomor 457/Kuasa/2024/PA.Gdt
tanggal 24 September 2024;
Sebagai Penggugat;

Lawan

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandar Jaya 01 Agustus 1987
(umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten
Pesawaran, Provinsi Lampung;
Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor
722/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 19 April 2010, di rumah kediaman keluarga Penggugat,
dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan
Kabupaten Pesawaran sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - pada
tanggal 20 April 2010;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan Suka
sama Suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus
Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan
dikaruniai dikaruniai satu orang anak yang bernama -------- , yang lahir pada
28 Agustus 2011, yang saat ini bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal
di kediaman milik bersama, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan damai akan tetapi semenjak Juni tahun 2023 mulai
terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat. Bahwa adapun yang menjadi penyebab
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah;
5.1. Bahwa Tergugat selalu bersikap egois dan bersikap keras kepala
terhadap Penggugat, sehingga membuat Penggugat tidak ridho atas
sikap dan prilaku Tergugat, yang pada akhirnya membuat Penggugat
dan Tergugat bertengkar secara hebat didalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;
5.2. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup dan
ekonomi rumah tangga sehari hari, nafkah yang diberikan oleh Tergugat
untuk kehidupan rumah tangga tidak pernah mencukupi, Tergugat tidak
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ada upaya untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah

tangga;

5.3. Bahwa Tergugat diketahui suka berjudi;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada
Januari tahun 2024 dengan sebab bahwa Penggugat dan Tergugat
bertengkar secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak mau merubah
sikapnya terhadap Penggugat, Tergugat yang kerap bersikap egois dan
keras kepala serta Tergugat kerap bersikap kasar terhadap Penggugat,
sehingga menyebabkan pertengkaran hebat didalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, yang pada menyebabkan Penggugat dan
Tergugat berpisah rumah kediaman bersama, dan hingga saat ini baik
Penggugat maupun Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya
sebagai suami istri;
7. Bahwa semenjak Tergugat berpisah rumah dengan Penggugat, hingga
saat ini Tergugat tidak pernah datang serta tidak pernah memberikan nafkah
baik nafkah lahir maupun batin sehingga Penggugat merasa tidak ridho atas
perlakuan Tergugat tersebut;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha
merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan menasehati
Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia lagi kembali
berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatanPenggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PENGGUGAT)
terhadap Penggugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain

mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasanya
kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Fransiskus, S.H., dan M. Fajrul Falah,
S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 457/Kuasa/2024/PA.Gdt
tanggal 24 September 2024, Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan
surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili
kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan
(relaas) Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Gdt yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi ternyata panggilan
untuk Tergugat telah diterima oleh Penggugat secara langsung sebanyak 2
(dua) kali;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar
memikirkan kembali keinginan untu bercerai dengan Tergugat dan kembali
rukun, atas nasihat Hakim tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya
menyatakan akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan
mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat menyatakan untuk
mencabut gugatannya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Legal Standing Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu
pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai
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dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat
merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat
menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam
perkara a quo sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan
Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat,
sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, atas nasihat Hakim Penggugat melalui kuasa hukumnya
menyatakan akan mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai
dengan Tergugat dan mencabut perkaranya;

Tentang Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasa hukumnya
menyatakan mempertimbangkan kembali keinginanya untuk bercerai dengan
Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan permohonan sendiri secara lisan
untuk mencabut perkara Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Gdt yang telah
diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Reglement op de
Rechtsvordering (Rv), maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dilakukan
menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan
perkara oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan
selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah
proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini
harus diperhitungkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
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Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Gdt selesai karena

dicabut;

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup
Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan
Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh Mariyatul
Qibtiyah, S.H.l., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14/KMA/HK.05/1/2019 tentang
Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan penetapan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload ke saluran
elektronik (e-Court) Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari itu juga oleh
Hakim tersebutt, dan didampingi oleh Nihayah Zinatun Amani, S.H.l., sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.
Hakim Tunggal,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti,

Nihayah Zinatun Amani, S.H..
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Perincian biaya:
- PendaftaranRp30.000,00
- Biaya ProsesRp75.000,00
- PanggilanRp32.000,00
- PNBP PanggilanRp20.000,00
- RedaksiRp10.000,00
- MeteraiRp10.000,00
Jumlah Rp177.000,00
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
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